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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian ke-
masyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim 
yang berpihak pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau dok-
trinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan juga data 
primer sebagai data penunjang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara studi dokumentasi dan juga studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara 
untuk data primer. Sementara itu, untuk data dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, Penuntut Umum menuntut dan Ba-
pas merekomendasikan anak dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta 
hakim menyetujui usulan tersebut. Ini berarti anak di pidana penjara. Dengan de-
mikian, maka kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan untuk terwujudnya putusan 
hakim yang berpihak pada anak belum terpenuhi. Dalam pada itu, pada proses 
anak yang berkonflik dengan hukum juga belum ada individualisasi pidana. Hal ini 
terbukti dengan tidak dilakukannya diversi, hanya oleh karena secara normatif tidak 
membolehkan untuk itu.

Abstract
This research aims to describe the contribution of the results of community research 
by BAPAS to the realization of the judge’s decision in favor of children. This research is 
a normative research, and the data used is secondary data as main data and primary 
data as supporting data. Data collection techniques were carried out by documenta-
tion and literature studies. Data were analyzed qualitatively and presented descrip-
tively. The results showed that the public prosecutor demanded and BAPAS recom-
mended that children be fostered by LPKA and the judge agreed to the proposal. It 
means that the child is in prison. Thus, the contribution of the results of community 
research to the realization of the judge’s decision in favor of children has not been 
fulfilled. Meanwhile, in the process of children in conflict with the law, there is also 
no criminal individualization. This is proven with by not doing diversion, just because 
normatively not allowed for it.
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1. Pendahuluan
Anak adalah subyek hukum. Kebera-

daan anak harus dijaga oleh anggota keluar-
ganya, apapun status hukumnya, karena se-
tiap manusia harus dijunjung tinggi hak dan 
martabatnya (Prabowo Setyo Aji, 2014) 

Dengan berpedoman pada kalimat 
’’Keberadaan anak harus dijaga, oleh ang-
gota kekuarganya, apapun statusnya’’ seba-
gaimana ditegaskan oleh Prabowo Setyo Aji 
di atas, tentunya  bukan hanya mencakup 
status hukum yang terkait dengan keperda-
taan  dengan segala legalisasinya, akan tetapi 
mencakup juga status yang melekat pada saat 
anak atau setelah anak tersebut  melakukan 
tindak pidana.    

Anak keberadaanya menjadi tanggung-
jawab orang tua, karena anak tidak berdaya, 
lemah dan polos. Anak juga dianggap akan 
mengangkat derajat orang tua, sehingga 
orang tua akan melakukan semua upaya un-
tuk masa depan anak (Rodiyah, 2012).  

Bagi anak, kondisi apapun yang terjadi 
dan terlihat dan di alami oleh anak, ia akan 
beranggapan dan menganggap   sebagai yang 
menyenangkan. Oleh karena itu, ketidakber-
dayaan anak untuk memberdayakan dirinya 
sendiri, keluguan yang tampak pada anak, 
kelemaham fisik dan psikis, seyogyanya se-
mua menjadi  landasan dan semangat untuk 
memberikan fasiitas bagi mereka, baik oleh 
orang tua maupun masyarakat. Hal ini bukan 
oleh karena semata-mata, karena mereka 
adalah anak -anak kita, akan tetapi karena 
memang hal itu adalah perintah  Tuhan Yang 
Maha Esa.             

Dalam pribadi anak, terdapat kondisi 
-kondisi khusus dan kondisi yang demiki-
an menjadi penyebab tidak terpenuhinya 
hak-hak mereka, oleh karena maka diperlu-
kan perlindungan khusus (Ubaidilah Kamal, 
2010).

Memberikan perlindungan khusus ke-
pada anak yang melakukan tindak pidana, 
seharusnya bermula dari pemahaman bahwa 
perilaku tersebut merupakan cermin dari aki-
bat dari perilaku masyarakat yang riil. Tidak 
ada anak yang dilahirkan dengan perilaku ja-
hat dan kejahatan tidak turun dari langit. Se-

lalu saja ada hal yang melatarbelakangi untuk 
terjadinya kejahatan.       

Kejahatan bukan merupakan peristiwa 
herediter (sebagai sifat bawaan sejak lahir) 
dan juga bukan warisan sifat biologis. Perila-
ku jahat bisa dilakukan oleh siapa saja dan 
dapat berlangsung pada usia anak, dewasa 
maupun  mereka  yang sudah usia (Anggit Si-
nar Sitoresmi, 2019).  

Apabila seseorang berpotensi melaku-
kan kejahatan yang terjadinya kejahatan ter-
sebut bisa pada usia anak, pada usia remaja, 
pada usia dewasa dan atau pada usia tua, ini 
sesungguhnya mengisyaratkan kepada setiap 
individu, masyarakat dan bangsa serta negara 
untuk membuat dan menerapkan hukum se-
suai dengan tahapan usia tersebut. 

Urgensi perlindungan khusus bagi anak 
yang berhadapan dengan hukum, sesungguh-
nya dimaksudkan agar proses hukum yang di-
terapkan dan juga hukuman yang dijatuhkan 
pada anak dapat bermuara pada fungsi hu-
kum, yaitu memberikan keadilan, kepastian 
hukum, kemanfaatan dan kedamaian (Anak 
Agung Istri Ari  Atu Dewi, 2018). 

Berbicara tentang fungsi hukum yang 
memberikan keadilan, kepastian dan keman-
faatan, seyogyanya menjadi semangat para 
penegakan hukum dalam menyelesaikan 
anak yang melakukan kejahatan. Mengacu 
pada fungsi hukumn inilah, maka penegak 
hukum harus memulai melihat kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan proses penye-
lesaian anak yang melakukan tindak pidana, 
bukan hanya sebagai peraturan yang harus 
diterapkan , akan tetapi juga difungsikan. 
Untuk menunjang sikap demikian, aparat pe-
negak hukum perlu melihat undang-undang 
bukan hanya  sebagai norma akan tetapi se-
bagai nilai yang merupakan bagian dari kaji-
an filsafat hukum          

Analisis fisafat hukum  harus ditekan-
kan pada upaya keilmuan dalam mencari 
kebenaran yang selanjutnya terkait dengan 
aspek moral, seperti kejujuran, keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan (Dewa 
Gede Suduka Mangku, 2013)     

Anak adalah anak, dan bukan orang 
tua kecil. Mengacu pada fakta ini, maka pro-
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ses hukum bagi anak, seyogyanya memiliki 
karaktristik yang berbeda dengan orang de-
wasa. 

 Secara normatif harus diakui, pema-
haman yang demikian belum dijadikan dasar 
dalam proses hukum bagi anak. Sebut saja 
misalnya, hukuman bagi anak yang melaku-
kan tindak pidana hanya merupakan bentuk 
pengurangan  bagi orang dewasa.

Fakta lain juga menunjukkan, Indone-
sia baru memiliki hukum formal untuk anak, 
sementara  hukum materiilnya masih meng-
gunakan hukum pidana untuk orang dewasa. 
Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan pada 
anak, hanya mengacu pada batasan usia dan  
bukan mengacu pada kondisi psikologis dan 
kondisi sosial anak. 

Sebetulnya, kritikan tentang definisi 
anak yang mendasarkan pada usia/umur dan 
tidak mendasarkan  pada kondisi psikologis 
dan sosial, pernah disampaikan oleh Almar-
hum Loebby Loqman (Guru Besar Fakuktas 
Hukum Universitas Indonesia) pada seki-
tar  tahun 2002. Hanya saja, kritikan beliau  
itu baru disampaikan di depan kelas, waktu 
mengajar Hukum Pidana Anak  di Program 
Magister Hukum Universitas Diponegoro 
dan tidak terdokumentasikan.  

Hadi Supeno juga pernah menyam-
paikan, dalam perspektif psikologi,  anak bu-
kanlah bentuk mini dari orang dewasa. Me-
nurtnya, anak adalah pribadi otonom yang 
sedang berproses untuk menemukan jati 
dirinya. Masih menurut Hadi Supeno,  tugas  
orang  dewasa adalah membantu agar me-
reka tumbuh dan  berkembang secara mak-
simal, Untuk kepentingan tersebut menurut 
Hadi Supeno, orang  dewasa harus memberi-
kan  pencerahan dan arahan,  sehingga anak 
dapat menemukan takdirnya sendiri (Hadi 
Supeno, 2010) . Pertanyaanya adalah, apa-
kah kondisi psikologis dan kondisi yang riil 
anak tersebut telah menjadi   dasar kebijakan 
negara (baca kebijakan legislatif)  dalam pro-
ses hukum bagi anak yang berkonflik dengan 
hukum (baca anak yang melakukan tindak 
pidana)?. Menurut Todung Mulya Lubis seba-
gai wujud karaktristik anak yang sangat be-
beda dengan orang dewasa, maka  ultimum 
remedium, seyogyanya diterapkan dalam pe-

radian anak. Ia berharap proses penyelesaian 
dengan cara kekeluargaan, negosiasi, media-
si, perdata terutama dengan cara administrasi 
seyogyanya lebih  diutamakan (Todung Mu-
lya Lubis, 2009).  Dalam  pada itu, Bunadi 
Hidayat juga berharap penjatuhan pidana 
bagi  anak dijadikan sebagai upaya terahir, 
setelah tidak ada upaya lain yang mengun-
tungkan bagi anak (Bunadi Hidayat, 2010).

Secara normatif, harapan untuk men-
jadikan penjatuhan pidana bagi anak sebagai 
upaya terahir (ultimum remedium), sebetul-
nya telah diakomodasi dalam kebijakan legis-
latif Indonesia bahkan telah menjadi asas da-
lam proses hukum bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum.  Pasal2 Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 mengatur, bahwa  Sistem Pe-
radilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskri-
minasi; d. kepentingan terbaik  bagi anak; e. 
penghargaan terhadap anak; f. kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak; g. pem-
binaan dan pembimbingan anak; h. pro-
porsioal; i. perampasan kemerdekaan dan 
pemidanaan sebagai upaya terahir; dan j. 
penghindaran pembalasan. 

Pertanyaan yang mengemukan se-
lanjutnya adalah, apakah pasal 2 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut telah 
dilaksanakan? Bilher Hutahaean telah mem-
berikan catatan, misalnya  dalam perkara 
pidana nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Btg. ter-
dakwa  anak yang masih berusia 15 Tahun, 
melakukan perbuatan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 
ayat (1) dan ayat (2) KUHP hakim menjatuh-
kan putusan penjara selama 6 (enam) bulan 
dan terdakwa dikembalikan  kepada orang 
tuanya (Bilher Hutahean, 2013). 

Putusan di atas menimbulkan penafsi-
ran yang ambigu dan tidak mencerminkan 
adanya kepastian hukum. Kusriani Siswosub-
roto menyatakan, bahwa dasar utama dari 
pengadilan anak adalah  individualized jus-
tice/peradilan yang diindividualisasi  yang 
berarti bahwa pengadilan  mengakui indivi-
dualisasi anak  dan disesuaikan dengan  se-
gala peraturan kepadanya (Bilher Hutahean, 
2013). Dengan bahasa yang sederhana, indi-
vidualisasi pidana dalam kontek anak adalah 



Waluyadi &Ratu Mawar Kartina, Kontribusi Penelitian Kemasyaratan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk ...

253



bahwa proses hukum dan penjatuhan pida-
na bagi anak tunduk pada kondisi psikologi 
dan sosial anak bukan sebaliknya atau bahasa 
yang mudah ’’hukum untuk anak  dan bukan 
anak untuk hukum’’. 

Apabila ditelaah, proses hukum bagi 
anak yang menitikberatkan pada individuali-
sasi pidana, sesungguhnya merupakan palak-
sanaan Pasal 28 28 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945, sebagai bentuk perlin-
dungan hukum.     

Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Un-
dang Dasar Tahun 1945  menegaskan:’’Setiap  
anak berhak atas kelangsungan hidup, tum-
buh dan berkembang serta berhak  atas 
perlindungan yang layak’’. Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 adalah hukum dasar dan 
untuk dapat dioperasionalkan diperlukan 
Undang-Undang yang mengatur hal yang di-
maksud.

Negara berkewajban menjaga serta 
melindungi anak dari perilaku yang menyim-
pang dan dapat menjerumuskan mereka 
pada perbuatan pidana, di samping  perlin-
dungan dari perilaku kekerasan oleh orang-
orang yang ada di sekitarnya (Rasdi dan Saru 
Arifin, 2020)  

Kewajiban yang demikian, sesungguh-
nya merupakan konsekuensi logis bagi negara 
yang patuh dan tunduk pada konstitusi, seba-
gaimana disebutkan pada alinea ke 4 (empat) 
Undang -Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945, yang dalam penerapa-
nya bagi anak diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak.    

Anak tidak dapat melindungi diri sen-
diri dari berbagai tindakan perlakuan yang 
menimbulkan kerugian, baik mental, sosial 
dan berbagai bidang kehidupan (Hamidah 
Abdurrahman, Fajar Ark Sudewo, Dyah Irma 
Permanasari, 2015).  

Perlindungan terhadap anak, akan ber-
kaitan dengan problematika dan masalah 
yang dihadapi, sehingga masing-masingnya 
memerlukan perlakukan dan kebijakan yang 
berbeda, yang kesemuanya itu apabila dia-
lamatkan kepada negara sebagai pihak atau 
institusi yang wajib melindungi akan tercer-
min pada peraturan perundang-undangan.    

Gultom mengemukakan bahwa per-
lindungan bagi anak akan mencakup perlin-
dungan secara yuridis dan perlindungan yang 
bersifat nonyuridis, seperti  perlindungan bi-
dang sosial, kesehatan dan pendidikan (Go 
Lisnawati, 1913).  

Secara umum, perlindungan bagi anak, 
diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan anak.  Pasal 59 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 antara 
lain menyebutkan:’’Pemerintah dan lembaga 
negara  lainya berkewajiban  dan  bertang-
gungjwab untuk memberikan perlindungan 
khusus kepada anak yang berhadapan den-
gan hukum’’. Untuk melaksanakan pem-
binaan dan perlindungan bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum (baca anak yang  
melakukan tindak   pidana, maka diperlukan 
dukungan kelembagaan dan juga perangkat 
hukum yang memadai, yaitu adanya penye-
lenggaraan sistem pemidanaan bagi anak se-
cara khusus (Sofi Artnisa Siddiq, 2015)   

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 menyatakan  antara lain per-
lindungan hukum bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum merupakan kewajiban dan 
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 menegaskan  perlindungan 
khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana  dimaksud dalam ayat 
(1) dilaksanakan  melalui: a. Perlakuan atas 
anak secara manusiawi sesuai dengan marta-
bat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas 
pendamping khusus bagi anak sejak dini; c.  
Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. 
Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepen-
tingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantau-
an dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan den-
gan hukum; f. Pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang 
tua atau keluarga; atau g. Perlindungan dari 
pemberitaan identitas melalui media masa 
dan untuk menghindari labelisasi.         

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 
peradilan anak , anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) ta-
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hun ,  tetapi belum  berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak  
pidana.       

Wujud perlindungan bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum, tercermin asas 
pemberlakukan Undang-Undang tentang 
tentang  sistem  peradilan anak, yang meli-
puti  antara lain  asas kepentingan bagi anak, 
asas perampasan kemerdekaan dan pemida-
nan sebagai upaya terakhir; dan asas peng-
hindaran pembalasan (Pasal 2 UU No. 11 
Tahun 2012).  Asas-asas tersebut, oleh penu-
lis disebut ’’keperpihakan pada anak’’ yang 
apabila diakomodasi dalam putusan hakim, 
maka putusan  hakim tersebut disebut ’’pu-
tusan yang berpihak pada anak’’.

Untuk mewujudkan asas-asas dalam 
peradilan anak sebagaimana diamanatkan 
pada pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 ter-
sebut, dalam proses hukum bagi anak meli-
batkan pihak/tenaga/profesi yang bukan pe-
negak hukum. Pihak yang dimaksud adalah 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Ke-
luarga, Wali, Pendamping dan Balai Pemasy-
arakatan atau Bapas.

Bapas menurut pasal 1 angka 24 UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak  adalah unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas  
dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pem-
bimbingan, pengawasan dan pendampingan.   

Dengan tidak bermaksud mengesam-
pingkan peran yang lain dalam proses peme-
riksaan perkara anak, tulisan ini hanya mem-
fokuskan pada  kontribusi hasil penelitian 
kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan 
(Bapas)  bagi terwujudnya putusan hakim 
yang berpihak pada  anak. 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 mengatur: (1) Pidana pokok 
bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; 
b. pidana dengan syarat; 1) pembinaan di 
luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat ; atau 
3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pem-
binaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) 
Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan 
keuntungan yang diperoleh dari tindak pida-
na; atau b. pemenuhan kewajban adat. (3) 
Apabila dalam hukum materiil diancam pi-

dana kumulatif berupa penjara dan denda, 
pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
(4) Pidana yang dujatuhkan kepada anak di-
larang melanggar harkat dan martabat anak. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  bentuk  
dan cara pelaksanaan  pidana sebagaimana 
diamksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.       

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Ta-
hun 2012 mengatur: (1) Tindakan  yang 
dapat dkenakan kepada anak meliputi: 
a.pemgembalian kepada orang tua/Wali; b. 
penyerahan kepada seseorang; c. perawatan  
di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. 
kewaiban mengikuti pendidikan formal dan 
atau pelatihan  yang diadakan oleh peme-
rintah atau swasta; f. pencabutan surat izin 
mengemudi; dan /atau g, perbaikan akibat 
tindak pidana.(2) Tindakan sebagaimana 
diamksud pada ayat (1) huruf  d, dan huruf e, 
dam huruf  f dikenakan paling lama 1 (satu) 
tahun. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut 
Umum dalam tuntutanya, kecuali tindak pi-
dana diancam dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh)tahun. (4) Ketentuan lebih lan-
jut sebagaimana dimakud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Pemerintah.           

Dengan mengacu pada Pasal 71 dan 
Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012, 
permasalahan dalam penulisan ini adalah 
apakah hasil penelitian kemasyarakatan oleh 
Bapas berkontribusi bagi terwujudnya putus-
an hakim yang berpihak pada  anak. Penger-
tian putusan yang berpihak pada anak dalam 
kontek ini hanya membatasi pada putusan 
hakim dalam bentuk tindakan dan bukan da-
lam bentuk pidana. 

2. Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian 

normative atau doktrinal. Data yang digu-
nakan adalah data sekunder sebagai data 
utama dan juga data primer sebagai data pe-
nunjang. Adapun teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara studi dokumentasi 
dan juga studi pustaka untuk data sekunder 
dan wawancara untuk data primer. Semen-
tara itu, untuk data dianalisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif.
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3. Hasil dan Pembahasan

Perkara anak Risky Maulana Bin Hery 
Setiadono (Putusan Nomor: 07/Pid. Sus.
Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017).

Hasil penelitian kemasyarakatan Bapas 
Cirebon menyebutkan, berdasarkan pen-
gakuan klien dan penyidik ketika dilakukan 
wawancara dalam rangka pada hari Kamis, 
17 Januari 2019 pukul 13,30 WIB di Rutan 
Cirebon oleh petugas Bapas, klien tidak men-
gakui terlibat tindak pidana pencurian den-
gan kekerasan yang dilakukan pada tanggal 
16 November 2018 di Kelurahan Pegambi-
ran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cire-
bon bersama teman-temannya (Sdr. Indra 
Setiawan, Sdr, Edi, Sdr, Kridanto, Sdr Deri Ir-
wanto als Baklung, Sdr. Rudi dan Sdr. Pucuk). 
Bahkan klien mengatakan tidak mengetahui 
kejadian tersebut.

Masih menurut hasil penelitian kema-
syakatan Bapas Cirebon , hasil wawanca-
ra dengan sumber informasi yang lain yaitu 
Sdr. Dedi Irwanto dan Sdr. Indra Setiawan, 
keduanya mengatakan bahwa klien terlibat 
turut serta dengan berangkat menggunakan 
sepeda motor bersama Sdr, Debi Irwanto dan 
Kristanto. Klien  berperan menakut-nakuti 
korban dengan senjata tajam yang dibawah-
nya. Keterangan ini termuat juga di BAP Sdr, 
Dedi Irwanto dan Sdr. Indra Setiwan.

Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor 
Reg: Perk: PDM-9/Anak –Cirebon/05/2017 
tanggal 6 Juni 2017  yang pada pokoknya 
menuntut supaya Hakim Anak yang meme-
riksa dan mengadili perkara ini memutus: 
(1) Menyatakan Anak  Rizky Maulana Bin 
Heru Setia Dono, telah terbukti secara sah 
dan  meyakinkan melakukan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan sebagaimana 
diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP 
Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ten-
tang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) 
Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rizky 
Maulana Bin Heru Setia Dono dengan pida-
na selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi 
selama Anak berada dalam tahanan dengan 
perintah agar  Anak tetap ditahan. 

Secara normatif, Kedudukan Lembaga 
Kejaksaan dalam kontek ini adalah Jaksa Pe-

nuntut Umum (JPU) yang merupakan bagian 
dari Sistem Peradian Pidana memiliki kewen-
gan yang paling menentukan. Jaksa bisa me-
lakukan penuntutan apakah seseorang akan 
dituntutan pidana atau akan dituntut bebas. 
Dalam kaitan ini, Weigend menyatakan da-
lam keadaan tertentu, Jaksa dapat menjadi 
satu-satunya pengambil keputusan untuk  
menentukan apakah menuntut apakah sanksi  
pidana akan dikenakan (Adam Ilyas, 2021).

 Mengacu pada kewenangan Jaksa Pe-
nuntut Umum (JPU) yang begitu menentu-
kan, maka perlu dilakukan upaya keseraga-
man berfikir, bahwa tugas Jaksa dan Hakim 
dalam menyelesaikan anak yang melakukan 
tindak pidana adalah memberikan yang ter-
baik  bagi anak tanpa menghukumnya. Ke-
bersaman sikap ini menjadi penting, oleh 
karena Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan 
terhadap anak yang melakukan tindak bersi-
fat rekomendasi yang  tidak mengikat apalagi 
memaksa.        

Secara lengkap pasal 365 KUHP, me-
nyebutkan: (1) Diancam dengan pidana pen-
jara paling lama sembilan tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terha-
dap orang, dengan maksud untuk mem-
persiapkan atau mempermudah pencurian, 
atau dalam  hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri senditri atau 
peserta lainya, atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicurinya;  (2) Diancam dengan 
pidana paling lama dua belas tahun: ke-1. 
jika perbuatan dilakukan pada waktu ma-
lam  dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, 
atau dalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan; ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu.            

Atas tuntutan Jaksa tersebut, penasihat 
hukum anak  memohon kepada Hakim yang 
memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan 
yang seringan-ringanya dengan alasan anak 
telah menyesali perbuatanya dan berjanji ti-
dak akan mengulangi perbuatnya lagi. 

Di samping itu, Ibu Nur Sarihati selaku 
orang tua Anak Rizky Maulana Bin Heru Se-
tio Dono, meminta kepada  Hakim sekiranya  
berkenan memberikan kepercayaan kepa-
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danya untuk sepenuhnya membimbing anak 
kembali agar menjadi anak yang lebih baik.

Pihak Bapas yang diwakili oleh Imam 
Ahmad  GS, A,Ks sebagai pembimbing kema-
syarakatan meminta agar sekiranya Anak da-
pat dibimbing melalui Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) mengingat di lembaga 
tersebut, Anak masih dapat mengikuti per-
samaan sekolah dan  keterampilan otomotif 
sesuai dengan bidang yang digemari  anak.              

Berdasarkan pemaparan di atas, di-
ketahui dalam perkara anak Risky Maulana 
Bin Hery Setiadono,  Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan klien  
dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Bandung, sehingga ia meny-
adari kesalahan, mendapat pembinaan yang 
baik dan dapat merubah perilakunya (Lapo-
ran Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk 
Persidangan Anak, Nama Klien: Rizky Mau-
lana Bin Heru Setiadono No. Register 45/
Lit.A/V/2019 tanggal 15 Mei  2015).

Hakim  menjatuhkan pidana kepada 
Anak dangan pidana penjara selama 10 (se-
puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) di Bandung  (Putusan Nomor: 
07/Pid. Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 
Juni 2017).

Perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy 
Bin Haryono (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-
Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 
2017). 

Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 
sekitar pukul 01.30 WIB klien (Sdr. Tomy 
Etiko Hadi, 17 th) beserta seorang temannya 
bernama Sdr. Hamdan ramadhan Als. Rama 
diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Ci-
rebon Utara Barat karena diduga melakukan 
tindak pidana pemerasan disertai dengan an-
caman dengan membawa senjata tajam tan-
pa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 
368 KUHP dan pasal 2 UU Darurat RI No. 
12 Tahun 1951 atas laporan pengaduan oleh 
2 orang korban yaitu Sdr. Safii, 20 tahun, pe-
kerjaan Swasta dan Sdr. Suswanto, 17 tahun, 
pekerjaan sebagai pelajar. 

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) meminta kepada Majelis Ha-
kim agar: (1) Memutus Tomy Etiko Hadi 

Alias Tomy Bin Haryono terbukti secara sah 
dan meyakinkan  melakukan tindak pidana 
pemerasan yang dilakukan secara berlanjut  
melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. pasal 
64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi-
dana Anak; dan (2)  Menjuthkan pidana se-
lama 2 (dua) tahun  di LPKA Bandung, diku-
rangi selama masa tahanan dengan perintah 
agar Anak tetap ditahan.  

Pasal 368 ayat (1) KUHP menegaskan  
barangsiapa dengan maksud untuk men-
guntungkan diri sendiri atau orang lain se-
cara melawan hukum, memaksa seseorang 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
untuk memberikan  barang sesuatu, yang se-
luruhnya atau sebagian adalah  kepunyaan 
orang itu atau orang lain; atau supaya mem-
beri hutang mapun penghapusan piutang, 
diancam karena pemerasan dengan pidana 
penjara  paling lama sembilan tahun.     

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
penasihat hukum anak secara tertulis men-
gajukan keberatan atas tuntutan Jaksa, dan 
mengajukan keberatan serta meminta kepa-
da majelis Hakim : (1) Menyatakan bahwa 
Requisitor Jaksa Penuntut Umum tidak ter-
bukti secara sah dan meyakinkan; (2) Mem-
bebaskan Anak Tomy Hadi alias Tomy Bun 
Haryono dari segala tuduhan/atau setidak-
tidaknya dilepaskan dari segala tuantutan hu-
kum; dan (3) Membebankan biaya perkara 
ini kepada lembaga.  

Dalam perkara anak Tomy Etiko Hadi 
Alias Tomy Bin Haryono, Balai Pemasyara-
katan (Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan 
kepada Hakim yang memeriksa perkara ini, 
apabila menurut hukum dan keyakinan ha-
kim klien terbukti melakukan tindak pidana 
seperti yang didakwakan kepadanya, demi 
kepentingan terbaik bagi klien selanjutnya 
klien untuk dibina di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) di Bandung  (Laporan 
Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persi-
dangan Anak, Nama Klien: Tomy Etiko Hadi 
Als Tomy Bin Haryono No. Register Litmas: 
58/LIT.A/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017). 

Rekomendasi Bapas Kelas I Cirebon 
tersebut didasarkan pada : (a) Tindak pida-
na diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) 
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tahun atau lebih; (b) Klien baru pertama kali 
melakukan pelanggaran hukum; (c) Anak 
berjanji tidak akan mengulangi kembali tin-
dak pidana; (d) Kondisi anak saat ini sudah 
tidak sekolah lagi; dan (e) Kondisi orang tual 
wali dinilai tidak mampu membina, mem-
bimbing dan mengawasi Anak dengan baik. 

2. Pembahasan
Mengacu pada hasil penelitian seba-

gaimana pemaparan di atas, diketahui : a. 
Dalam perkara anak Rizky Maulana Bin Hery 
Setiadono,  Balai Pemasyarakatan (Bapas) Ke-
las I Cirebon mengusulkan klien  dapat dibina 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Bandung, sehingga ia menyadari kesalahan, 
mendapat pembinaan yang baik dan dapat 
merubah perilakunya (Laporan Hasil Peneliti-
an Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, 
Nama Klien: Rizky Maulana Bin Heru Seti-
adono No. Register 45/Lit.A/V/2019 tanggal 
15 Mei  2015).

Hakim  menjatuhkan pidana kepada 
Anak dangan pidana penjara selama 10 (se-
puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) di Bandung  (Putusan Nomor: 
07/Pid. Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 
Juni 2017).b. Dalam  perkara anak Tomy Eti-
ko Hadi Alias Tomy Alias Tomy Bin Haryono, 
Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon 
mengusulkan klien untuk dibina di Lemba-
ga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Ban-
dung  (Laporan Hasil Penelitian Kemasyara-
katan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: 
Tomy Etiko Hadi Als Tomy Bin Haryono No. 
Register Litmas: 58/LIT.A/VII/2017 tanggal 
20 Juli 2017) dan Hakim menjatuhkan pida-
na kepada Anak TOMY ETIKO HADI ALIAS 
TOMY BIN HARYONO oleh karena itu den-
gan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun  
dan  Memerintahkan Anak untuk ditahan 
pada LPKA Bandung (Putusan Nomor: 9/Pid.
Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 
2017). 

Dengan mengacu dari berbagai sum-
ber Mellanny Budiarti S dan Rudi S Darwis 
memberikan catatan: (1) Bersumber catatan 
Direktur Bimbingan   Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak Ditjen  Pemasyarakatan ,  
anak yang berada di Rutan berjumlah 3.812 
orang.  Anak yang didiversi sebanyak 5.299 

dan total sekitar 10 ribu anak yang sedang 
menjalani asimilasi, pembebasan bersya-
rat dan cuti jelang bebas. (2) Pelaksanaan  
proses peradilan Anak yang berkonflik den-
gan hukum cenderung tidak sesuai  dengan 
Undang-Undang atau hukum yang mengikat 
pada institusinya khususnya Bapas. Hal ini 
terlihat  dari hasil pemantauan oleh Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 
tahun 2012 terdapat  beberapa BAPAS yang 
ada di Indonesia. KPAI mendapat  laporan 
bahwa terdapat beberapa penyimpangan se-
perti mayoritas anak tidak didampingi oleh 
penasihat  hukum dan pembimbing kema-
syarakatan (Bapas)  selama proses peradilan 
serta  mayoritas putusan hakim  bagi anak 
adalah penjara (Mellanny Budiarti S dan Rudi 
S Darwis, 2015). 

Pelaksanaan Pidana Penjara di Lemba-
ga Pemasyarakatan belum memberikan efek 
jera bagi narapidana. Perkenalan mereka di 
Lembaga Pemasyarakatan memungkinkan 
mereka menjadi tercemar, sehingga mun-
cul anekdot ’’mereka masuk penjara karena 
mencuri sendal keluar dari penjara bisa men-
jadi koruptor’’. Hal ini menunjukan bahwa 
pidana penjara kurang memberuian efek jera 
(Ira Alia Maerani dan Nurdin, 2021).

Terlepas apakah adigum ini benar atau 
tidak, yang terpenting adalah bahwa anak 
yang melakukan tidak pidana, lambat laun 
akan menjadi dewasa dan tua. Oleh karena 
itu, perlu diperkenalkan hal-hal yang bersifat 
membangun dan bukan yang bersifat me-
rusak. Masa anak-anak adalah masa pendi-
dikan dan menurut hemat penulis penjara 
bukan tempat yang  bagi anak untuk pendi-
dikan.              

Pada awalnya, pengaturan tentang 
anak yang diduga melakukan tindak pidana 
mengacu pada Pasal 45, 46 dan 47  Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Keberaan pasal tersebut oleh pembentuk 
Undang-Undang dianggap tidak memberi-
kan perlindungan maksimal kepada anak, 
sehingga diganti Undang-Undang No. 3 Ta-
hun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang 
dengan diundangkanya Undang-Undang No. 
3 Tahun 1997 tersebut, pasal 45, 46 dan 47 
KUHP dinyatakan tidak berlaku. 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu-
ran Perundang-Undangan yang didalamnya 
mengisyaratkan pentahapan dalam pemben-
tukan Undang-Undang diharapkan Undang-
Undang yang dibentuk dapat menjadi solusi 
permasalahan yang ada di masyarakat dan ti-
dak dicampuri dengan kepentingan tertentu. 
Namun hasilnya justru menunjukan adanya 
kepentingan-kepentingan tertentu (Ricca 
Anggraeni, 2016).

Semua sepakat bahwa anak adalah 
anak dan bukan orang dewasa, sehingga 
apapun perilaku mereka, maka tetap harus 
dianggap sebagai anak. Sungguhpun demiki-
an, persoalan yang muncul kemudian adalah 
apakah para pembentuk Undang-Undang 
memiliki pemahaman yang demikian. Ka-
laupun memahami, apakah tidak  hal-hal 
lain yang dapat berakibat bahwa pembuatan 
Undang-Undang -Undang untuk anak tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Persoalan 
ini, akan menjadi masalah apabila negeri ini 
tidak dapat menjamin bahwa para pemben-
tuk Undang-Undang adalah mereka -mereka 
yang berkampuan untuk itu.    

Dalam perjalananya, keberadaan Un-
dang-Undang No. 3 Tahun 1997 dianggap 
tidak sejalan dengan perkembangan zaman, 
sehingga perlu disempurnakan yang pada 
ahirnya diganti dengan Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi-
dana Anak (SPPA), yang dengan diundangka-
nya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
dinyatakan tidak berlaku.

Apabila disimak, ada perbedaan prin-
sip antara Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012.  Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 terlihat terakomodasikanya teori Res-
toratif Justice yang implementasinya, bahwa 
pada setiap tahap pemeriksaan diberi ke-
sempatan untuk dilakukan ’’Disversi’’. Hal 
yang demikian tidak ditemukan dalam Un-
dang-Undang No. 3 Tahun 1997. Ide dasar 
pembentukan Undang-Undang akan ber-
pengaruh terhadap tujuan Undang-Undang 
tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 menggunakan konsep Double 

track system, dimaksudkan agar hakim mem-
punyai pilihan berdasarkan kesalahan dan 
usia anak ( Dwi Wiharyangti, 2021)  

Arif Gosita dalam disertasinya menye-
butkan bahwa sanksi alternatif sebagai peng-
ganti pidana bagi anak menjadi urgen, oleh 
karena sanksi pidana penjara adalah bentuk 
perwujudan perlindungan hukum yang semu 
(Muhammad Azil Maskur, 2012).     

Menurut Direktur Analisis Peraturan 
Perundang-Undangan Bapenas, Diani Sa-
diawati, alasan perubahan undang-undang  
No. 3 Tahun 1997 tentang  Pengadian Anak 
menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(UU SPPA) disebabkan:  Pertama, kegagalan 
sistem peradilan pidana anak untuk mengha-
silkan keadilan; kedua, tungkat tindak pidana 
dan residivis anak tidak mengalami penuru-
nan; ketiga, proses peradilan gagal memper-
lakukan anak dengan baik; keempat, pen-
gadian lebih banyak memanfaatkan pidana 
perampasan  kemerdekaan (pidana penjara) 
dari pada bentuk  sanksi lainya.; dan kelima 
pendekatan yang terlalu legalistic (Azwad 
Rahmat Hambali, 2019).

Tujuan proses peradilan anak bukan 
untuk menghukum, akan tetapi untuk pe-
mulihan kondisi anak yang bersangkutan 
dan juga untuk mencegah  agar anak tidak 
melakukan tindak pidana kembali. Berpedo-
man pada tujuan tersebut Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan bah-
wa dalam persidangan perkara  anak, perlu 
dilengkapi dengan  Laporan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan.

Peradilan anak dimaksudkan agar anak 
menjadi terdidik dan kembali memperbaiki 
diri dan bisa meninggalkan perilaku yang bu-
ruk. Penyelesaian anak yang berkonfilk den-
gan hukum/pidana harus menjadi ultimum 
remidium. Ada beberapa kendala untuk 
mewujudkanya, yaitu (1) Peneraan hukum 
belum  sepenuhnya mengacu pada undang-
undang yang berlaku; (2) Belum adanya per-
samaan  persepsi antara penegak hukum;  (3) 
Terbatasnya sarana dan prasarana ; dan  (4) 
Koordinasi  antar penegak hukum (polisi, jak-
sa, hakim advokad, Bapas, Ritam dan Lapas) 
masih  terkendala,ego sektoral (Fifid Bramita 
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dan Irma Cahyaningtiyas: 2018). 
Laporan Hasil Penelitian Kemasyaraka-

tan, dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (Ba-
pas). Dalam laporan inilah, diuraikan tentang 
latar belakang sosial  anak dan juga potret 
lingkungan secara lengkap, yang  keduanya 
dapat diketahui alasan anak melakukan tin-
dak pidana, yang kemudian kesemuanya itu 
dijadikan dasar bagi Bapas untuk mengaju-
kan rekomendasi kepada  hakim untuk anak 
yang bersangkutan.

Laporan Hasil Penelitiuan BAPAS di-
maksudkan sebagai bahan untuk  mengatasi 
dan memperbaiki fungsi sosial para pelang-
garan hukum (Anak: Penulis). Dengan ma-
sukan tersebut diharapkan minimal mereka 
bisa kembali kearah  yang wajar, sehingga 
bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat. 
Dengan berpedoman  pada tujuan tersebut, 
maka penanganan terhadap anak harus dila-
kukan sebaik mungkin  dengan mendasarkan 
pada penelitian  yang seksama agar tujuan 
tersebut tercapai, baik sebelum anak diaju-
kan  ke pengadilan maupun  setelah  men-
dapat  putusan hakim (Ganis Vitayanty Noor 
dan Bambang Dwi Baskoro, 2016). 

Apabila ditelaah baik pada kasus per-
tama dan kasus kedua, dapat diketahui: (1) 
Jaksa Penuntut umum menuntut agar  pela-
kunya (anak) dijatuhi pidana; (3) Pihak Bapas 
berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan 
memberikan rekomendasi agar pelakunya 
(anak)    dibina di Lembaga   Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) yang berarti di penjara; 
(3) Hakim juga memutuskan anak di penjara 
dan ditempatkan di Lembaga   Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA); (4) Untuk parkara Anak 
Rizky Maulana Bin Heru Setio Dono, Penasi-
hat memohon kepada Hakim yang memerik-
sa perkara ini menjatuhkan putusan yang se-
ringan-ringanya dan pada perkara anak Tomy 
Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono  meminta 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

Menurut Liga Dahliawati salah seorang 
peneliti dalam Penelitian Kemasyarakatan 
BAPAS Cirebon yang dimintai pendapatnya 
tanggal 4 Oktober 2021 tentang perbedaan 
’’pembinaan’’ dan ’penjara’’ menyatakan: 
dari sisi bahasa  ’’pembinaan’’ dan ’’penja-
ra’’, keduanya berbeda. Saat ini tidak ada 

lagi istilah penjara bagi bagi anak. Baik yang 
dihukum penjara maupun yang dihukum 
pembinan oleh hakim, akan ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khsus Anak (LPKA) di 
Bandung. Suasana di LPKA sangat berbeda 
dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Masih 
menurut Liga, suasana di LPKA dibuat nya-
man mungkin untuk seorang anak. Contoh 
konkretnya pada setiap kamar meskipun di 
isi oleh beberapa anak, mereka mendapat fa-
silitas satu anak satu tempat tiuur. Di  samping 
suasana pendukung lainya misalnya tersedia 
tempat belajar dan sebagainya

Pertanyaan berikutnya adalah apakah  
anak yang dijatuhi hukuman  ’’pembinaan’’ 
dan ’’penjara’’ yang kemudian ditematkan di 
LPKA dapat disebut bahwa anak di penjara? 
Untuk menjawab pertanyaan, Undang-Un-
dang memberikan pengaturan sebagai beri-
ku:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
yang selanjutnya LPKA adalah lembaga 
atau tempat Anak  menjalani masa 
pidananya.  (Pasal 1 angka 20 UU No. 
11 Tahun 2012). 

2. Dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 
2021pidana pokok bagi  anak terdiri 
atas a. Pidana peringatan; b. Pidana 
dengan syarat: 1) pembinaan di luar 
lembaga; 2) pelayanan masyarakat; 
atau 3) pengawasan; c. Pelatihan kerja;  
d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. 
Penjara.
Berpedoman Pasal 1 angka 20 UU No. 

11 Tahun 2012 dan Pasal 71 huruf d dan 
huuf e UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana 
tersebut, maka hukuman pembinaan dan hu-
kuman penjara dalam pelaksanaanya sama, 
oleh karena di tempatkan di tempatkan di 
lembaga yang sama, yaitu LPKA.  

Dengan berpedoman pada uraian di 
atas, dapat diketahui bahwa apabila meng-
acu pada tuntutan Jaksa dan  rekomendasi 
pihak Bapas, keduanya menghendaki agar 
kedua anak dalam kasus tersebut dibina di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
yang berarti di penjara. Hakimpun terlihat 
berfikir sama, yaitu memenjarakan anak. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelum-
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nya, bahwa menurut Direktur Analisis Pera-
turan Perundang-Undangan Bapenas, Diani 
Sadiawati, alasan perubahan undang-undang  
No. 3 Tahun 1997 tentang  Pengadian Anak 
menjadi  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(UU SPPA) diantaranya adalah pengadilan le-
bih banyakmemanfaatkan pidana perampa-
san  kemerdekaan (pidana penjara) dari pada 
bentuk  sanksi lainya.; dan pendekatan yang 
terlalu legalisti. Ini artinya setelah berlakunya 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pun, 
semangat para penegak hukum masih belum 
berubah, yaitu masih menggunakan seman-
gat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.         

Fakta di atas juga menunjukan, bah-
wa Penyelesaian anak yang berkonfilk den-
gan hukum/pidana belum menjadi ultimum 
remidium, yang oleh Fifid Bramita dan Irma 
Cahyaningtiyas salah satu penyebabnya ada-
lah peneraan hukum belum  sepenuhnya 
mengacu pada undang-undang yang berlaku 
dan juga belum adanya persamaan  persepsi 
antara penegak hukum.

Melengkapi uraian tentang hukuman 
’’pembinaan’’ dan ’’penjara’’ sebagaimana 
dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dite-
gaskan kembali, bahwa pasal 71  UU No. 11 
Tahun 2012 mengatur: (1) Pidana pokok bagi 
anak terdiri dari atas: a. pidana peringatan; 
b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di 
luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 
3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d, pem-
binaan dalam  lembaga; dan e. penjara. (2) 
Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan 
keuntungan yang diperoleh dari tindak pida-
na; atau b. pemenuhan kewajiban adat. 

Di samping bentuk  hukuman, dalam 
proses hukum bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum juga harus diupayakan diversi 
sebagai wujud pelaksnaan restorative justi-
ce. Pasal 28 dan 29 UU No. 11 Tahun 2012 
menegaskan: (1) Hasil penelitian Bapas wajib 
dierahkan kepada Penyidik dalam waktu pa-
ling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam setelah permintan penyidik diterima; (2) 
Penyidik wajib mengupayakan Diversi  da-
lam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
penyidikan dimulai; (3) Diversi dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah di-

mulainya Diversi; (3) Apabila Diversi berha-
sil, penyidik memberitahukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan; 
(4) Apabila Diversi gagal, maka penyidki  me-
limpahkan petata ke Penuntut Umum.

Anak  Rizky Maulana Bin Heru Setia 
Dono, telah terbukti secara sah dan  meya-
kinkan melakukan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan sebagaimana diatur pada 
Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, tidak dilakukan Di-
versi, oleh karena ancaman pidananya di 
atas 7 (tujuh) Tahun karea melanggar  pasal 
pasal 365 KUHP. Demikiaj juga dalam perka-
ra Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono 
tidak Diversi, karena  ancaman pidananya  
juga lebih dari 7 (tujuh) tahun, karena me-
langgar  pasal 368 KUHP. 

Tidak diversinya kasus terdebut me-
nunjukan bahwa dalam proses hukum kedu-
nya tidak menerapkan individualisasi pidana. 
Anak dipaksa tunduk  pada Undang-Undang 
dan bukan Undang-Undangyang menyesu-
aikan dengan dengan perbuatan anak, se-
bagaimaan telah disampaikan oleh Kusriani 
Siswosubroto bahwa dasar utama dari pen-
gadilan anak adalah  individualized justice/
peradilan yang diindividualisasi, yang oleh 
penulis diartikan atau disederhanakan  bah-
wa hukumseharusnya  untuk anak dan bukan 
anak untuk  hukum.

Dengan mengacu pada pengertian Di-
versi sebagaimana disebutkan dalam  pasal 1 
angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai pen-
galihan penyelesaian perjara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana, maka dapat diketahui bahwa setiap 
kasus anak yang berhadaan dengan hukum  
terlebih  dahulu diselesaikan melalui jalur 
nonlitigasi. Dalam kontek ini hukum adat 
dapat mememainkan peran  unuk mengusul-
kan bentuk-bentuk penyelesaian (Analiansy-
ah dan Syafrah Rahmatillah, 2015). 

Perlindungan hukum bagi anak ada-
lah pemberlakuan konsep Restorative Justi-
ce, yaitu konsep yang menempatkan semua 
pihak secara bersaa-sama menyelesaikan 
akibat  dari pelanggaran terebut demi kepe-
tingan masa depan dan konsp Diversi, yaitu 
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pengalihan  penyelesaian  kasus anak dari ro-
ses peradilan  formal ke penyelesaian damai 
yang difasilitasi  oleh keluarga dan/ atau ma-
syarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, 
Polisi, Jaksa dan Hakim (Khairul Anwar Ha-
sibuan, Marlina, Muhammad Eka Putra dan 
Edy Ikhsan, 2016). 

Menurut hemat penulis, urutan pida-
na pokok sebagaimana tersebut pada pasal 
71 ayat (1) menunjukan skala prioritas yang 
dijatuhkan oleh hakim, dengan urutan pida-
na peringatan, pidana dengan syarat, pidana 
pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam 
lembaga yang  terahir pidana penjara. Mak-
nanya adalah bahwa pasal ini telah menem-
patkan pidana penjara sebagai alternatif tera-
hir. Persoalan yang muncul adalah mengapa 
yang mengemuka pada kedua kasus tersebut 
adalah pembinaan di   Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA 
yang berarti pidana penjara?      

Menurut hemat penulis, ketentuan pi-
dana sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 
(1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 
hanya menyebutkan jenis pidana dan tidak 
dilengkapi dengan pedoman pemidanaan. 
Akibat tidak adanya pedoman pemidanaan 
ini, penegak kesulitan membuat kriteria ten-
tang jenis tindak pidana,kondisi pelaku nilai 
kerugian dan sebagainya yang kesemuanya 
itu berhubungan dengan jenis pidana pokok  
yang dapat dijatuhkan pada anak. 

Apabila kembali kepada usulan Bapas 
yang mengusulkan klien  dapat dibina di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 
yang dengan penempatan tersebut diharap-
kan klien menyadari kesalahan, mendapat 
pembinaan yang baik dan dapat merubah 
perilakunya atau bahasa menggunakan baha-
sa lain yang dipersamakan dengan itu (pada 
kasus Risky Maulana Bin Hery Setiadono da-
nEtiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono,) secara 
normatif Bapas  telah menjalankan fungsinya 
dengan baik. Pada sisi yang lain, langkah 
Bapas yang demikian oleh peneliti dapat 
ditafsirkan, bahwa LPKA seolah menjadi al-
ternatif dan anak yang menjadi penghuninya 
menyadari akan kesalahanya, mendapat 
pembinaan yang dengan pembinaan terse-
but anak dapat merubah perilakunya. 

Untuk memotret makna ’’dibina’’ dan 
’’dipenjara’’ dalam kontek perkara anak dan 
gambaran tentang keteriktana hakim pada 
hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) 
yang buat oleh Bapas, berikut ini dipaparkan 
4 (empat)  pendapat Hakim pada Pengadilan 
Negeri yang  berbeda:        

1. ”Dalam praktik, secara substantif  
tidak ada perbedaan makna antara 
’’pembinaa’’ atau ’’dibina’’ bagi anak 
dan di ’’penjara’ bagi orang dewasa. 
Menurut seorang hakim, yang penulis 
sebut  hakim A yang pernah penulis 
dimintai pendapatnya tanggal 2 Mei 
2020, menyatakan:’’dibina di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak’’ (LPKA)  
dengan ’’dipenjara’’ untuk orang 
dewasa hanya beda penamaan saja. 
Selanjutnya ia menegaskan:’’ bahasa 
pemasyarakatan dan Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 
menggunakan istilah ’’dibina’’ tetapi  
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan di luar  KUHP 
masih menggunakan istilah ’’penjara’’. 
Untuk keterikatan hakim pada laporan 
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas),  
ia menyatakan apabila ia percaya 
dan yakin  Penelitian Kemasyarkatan 
(Litmas) dibuat obyektif, maka tidak 
menutup kemungkinan diikuti oleh 
hakim, karena Litmas menurut  Undang-
Undang harus dipertimbangkan.

2. Untuk keterikatan hakim dengan 
laporan Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) Hakim B yang penulis hubungi 
tanggal 29 Mei 2021, menegaskan:’’ 
Tidak ada keharusan bagi hakim 
untuk  mengikuti rekomendasi Bapas, 
tetapi hanya menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam perkara anak’’. Masih menurut 
hakim B, ada juga putusan hakim yang 
berbeda dengan rekomendasi, yang 
pasti putusan anak adalah putusan yang 
terbaik untuk kepentingan anak. Masih 
menurut Hakim B, ada rekomendasi 
Bapas untuk dijatuhi tindakan, misalya  
rekomendasi untuk dikembalikan 
kepada orang tua.

3. Untuk hal yang sama, hakim C yang 
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penulis  hubungi tanggal 29 Mei 2012 
juga menyatakan:’’ dalam perkara anak, 
dari pihak Bapas hanya melaporkan  
hasil penelitian kemasyarakatanya 
saja, yang  selanjutnya hanya menjadi 
bahan pertimbangan bagi hakim.

4. Hakim D yang juga penulis hubungi  
tanggal 29 Mei 2021 juga menyatkan 
:’’ dengan mengacu pada Pasal 60 UU 
SPPA, hasil Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) wajib dipertimbangkan dalam 
putusan, tetapi tidak mengikat hakim’’. 
Tentang tindakan yang dikenakan pada 
perkara anak, ia menegaskan semua 
mengacu Pasal 69 Jo. Pasal 82 UU 
SPPA mengatur tentang pengenaan 
terhadap anak’’. 
Barda Nawawi Arief mengemukakan, 

penjara dapat memberikan stigma/capat ja-
hat yang menurutnya akan terus dibawa oleh 
yang bersangkutan meskipun ia tidak mela-
kukan kejahatan lagi. Masih menurut Barda 
Nawawi Arief, akibat penerapan sigma bagi 
anak yang yang menjalani pidana akan mem-
buat mereka sulit  untuk kembali  menjadi 
anak yang baik (Barda Nawawi Arief, 1998). 

Senada dengan itu, Muladi dan Bar-
da Nawawi Arief juga megemukakan bahwa 
penjara termasuk jenis pidana yang kurang 
efektif.  Selanjutnya dijelaskan berdasarkan 
hasil studi perbandingan efektivitas pidana, 
angka perbandingan rata-rata pengulangan  
atau penghukuman kembali (reconviction 
rate) orang  yang pertama kali melakukan ke-
jahatan berbanding dengan terbalik dengan 
usia pelaku. Revonviction rate yang tertinggi 
terlihat pada anak-anak, yaitumencapai 50%. 
Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dija-
tuhi pidana penjara dari pada pidaha bukan 
penjara. 

Paulus Hadisurapto sebagaimana diku-
tip oleh Suryawan Raharjo, menyatakan da-
lam pespektif ilmu pemidanan, penjatuhan 
pidana bagi anak nakal (delinkuen), diyakini 
akan berdampak kurang baik/merugikan bagi 
perkembangan jiwa anak di masa menda-
tang. Menurutya, kecenderungan yang me-
rugikan tersebut terutama akibat dari efek 
berupa stigma atau cap jahat (Suryawan Ra-
harjo, 2019). 

Menurut hemat penulis, tidaklah bi-
jak membuat dikotomi dengan mengataan 
’’yang terbaik adalah membebaskan  anak 
yang melakukan tindak pidana atau meng-
hukum (mempidana) anak yang melakukan 
tindak pidana.’’ 

Dikotomi di atas sebetulnya sudah di-
jembatani oleh Undang-Undang No. 11 Ta-
hun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal  81 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012 menyebutkan anak dijatuhi pidana 
penjara di LPKA apabila keadaan dan per-
buatan anak akan membahayakan masyara-
kata. Kemudian  pada pasal 81 ayat (5) UU 
No. 11 Tahun 2012 menegaskan pidana pen-
jara bagi anak hanya digunakan sebagai upa-
ya terahir.

Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 me-
nyebutkan ringanya perbuatan, keadaan pri-
badi anak, atau keadaan pada waktu dilaku-
kan perbuatan atau yang terjadi kemudian 
dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim 
untuk tidak  menjatuhkan pidana dan menja-
tuhkan tindakan dengan mempertimbangkan 
segi keadilan dan kemanusiaan.   

Bentuk tindakan yang dapat dijatuh-
kan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat 
(1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah a. mem-
gembalikan kepada orang tua/wali; b. meny-
erahkan kepada seseorang; c. perawatan di 
rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. 
kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/
atau pelatihan yang diadakan oleh pemerin-
tah atau badab swasta; f. pencabutan  surat 
izin mengemudi ; dan/atau g. perbaikan aki-
bat tindak pidana.

Sebetulnya sebelum dilakukan peneta-
pan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak, pada saat masih RUU, Bar-
da Nawawi Arief pernah menyampaikan ide 
tentang upaya penanggulangan kejahatan se-
cara struktural/fungsional pada pemidanaan 
anak. Beliau mengemukakan:’’Startegi demi-
kian perlu dipermasalahkan dalam mengha-
dapi masalah kejahatan/tindak pidana anak. 
Masalahnya adalah apakah cukup kejahatan 
anak ditanggulangi  hanya dengan memi-
dana/menindak si anak, padahal ’’masalah 
anak’’ lebihmerupakan masalah struktural. 
Terlebih karena sifat kekurangmandirian dan 
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ketergantungan  (dependensi) si anak,  maka 
anak yang melakukan kenakalan atau keja-
hatan sebenarnya adalah ’’korban struktural’’ 
atau ’’korban lingkungan’’. Oleh karena itu 
menurut Barda Nawawi Arief, sepantasnya 
dikembangkan  pemikiran/gagasan/strategi 
’’pertanggungjawaban struktural/fungsional’’ 
(Barda Nawawi Arief, 2005). Artinya, pemi-
danan tidak hanya berfungsi untuk memper-
tanggungjawabkan dan membina (melalukan 
treatment si anak sebagai  pelaku kejahatan, 
tetapi juga berfungsi untuk mempertang-
gungjawabkan dan  membia/mencegah pi-
hak-pihak lain yang secara struktur fungsional 
mempunyai potensi  dan kontribusi besar 
terjadinya  kejahatan/tindak  pidana yang di-
lakukan oleh anak.   

Jauh sebelum Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 diudangkan sebagai pengganti 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan  Anak, Sudarto tokoh  peletak 
dasar hukum pidana Indonesia mengemu-
kakan,  bahwa kepentingan anak harus dile-
takan diatas kepentingan masyarakat.  Pada 
saat beliau membahas RUU Peradilan Anak 
(UU No. 3 1997: Penulis)  pada Lokakarya di 
Semarang tahun 1977, Sudarto berpendapat  
bahwa walaupun di dalam RUU disebutkan 
Pengadilan Anak mengutamakan kesejahte-
raan anak di samping kepentingan masyara-
kat, namun beliau tetap berpendapat bahwa 
kepentingan anak tidak boleh dikorbankan 
demi kepentingan masyarakat (Muladi dan 
Barda Nawawi Arief, 1992). 

Dengan tidak bermaksud menutup 
satu kemungkinan dari beberapa kemung-
kinan yang lain, kalimat ’’Kepentingan anak  
harus ditempatkan di atas kepentingan masy-
arakat’’, dapat dimaknai oleh karena ’’anak’’ 
tidak dapat melindungi dirinya sendiri, se-
hingga harus dilindungi. Pemaknaan yang 
demikian menimbulkan pertanyaan, menga-
pa anak harus dilndungi? 

Beberapa hal yang mendasari pelaksa-
naan perlindungan anak adalah: (1)  Kedudu-
kan anak sebagai generasi muda  yang akan 
meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-
calon pemimpin bangsa di masa mendatang 
dan sebagai sumber harapan bagi generasi 
terdahuu, perlu mendapat kesempatan  se-

luas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar secara rohani, jasmani dan 
sosial; (2)   Perlindungan anak merupakan 
usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyara-
kat dalam berbagai kedudukan dan peranan, 
yang  menyadari betul pentingnya  anak bagi 
nusa bangsa dikemudian  hari; (3) Perlindun-
gan anak adalah segala usaha yang dilakukan 
untuk menciptakan kondisi agar setiap anak 
dapat melaksanakan hak dan kewajibanya 
demi perkembangan dan pertumbuhan se-
cara wajar baik fisik, mental dan sosial; (4)  
Perlindungan anak merupakan perwujudan 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat  
dengan semua,  perlindungan anak diusaha-
kan  dalam berbagai bidang kehidupan ber-
negara dan bermasyarakat; (5) Perlindungan 
anak membawa akibat hukum, baik kaitanya  
dengan hukum tertulis maupun hukum  yang 
tidak  tertulis; dan (6) Hukum merupakan ja-
minan bagi kegiatan perlindungan anak (Mai-
dan Gultom, 2008).      

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh 
Maidan Gultom, mengemukakan bahwa ke-
pastian  hukum perlu diusahakan demi  ke-
langsungan kegiatan perlindungan anak dan 
mencegah penyelewengan yang membawa 
akibat negatif  yang tidak  diingin kan dalam 
pelaksanakan  perlindungan anak. Masih 
menurut Arif Gosita, perlindungan anak tidak 
boleh dilakukan secara berlebihan dan mem-
perhatikan dampaknya terhadap lingkungan 
maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha 
perlindungan yang dilakukan tidak berakibat 
negatif. Perlindungan anak dilakukan rasio-
nal, bertanggung jawab dan bermanfaat yang 
mencerminkan suatu usaha yang efektif dan 
efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh 
mengakibatkan matinnya inisiatif, kreatifitas, 
dan hal-hal lain yang menyebabkan keter-
gantungan kepada orang lain dan berprilaku 
tak terkendali, sehingga anak tidak memili-
ki kemampuan dan kemauan menggunakan 
hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya (Maidan Gultom, 2008). 

4. Penutup

Simpulan
Pada perkara anak Risky Maulana Bin 

Hery Setiadono (Putusan Nomor: 07/Pid. 
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Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017) 
dan perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias 
Tomy Bin Haryono (Putusan Nomor: 9/Pid.
Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 
2017), belum terlihat kontribusi hasil peneli-
tian kemasyarakatan oleh BAPAS bagi terwu-
judnya putusan hakim yang berpihak pada  
anak.

Pada dua kasus  di atas (perkara anak 
Risky Maulana Bin Hery Setiadono) dan (per-
kara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin 
Haryono), pihak  BAPAS berdasarkan hasil 
penelitian kemasyarakatan mengusulkan ke-
pada hakim agar anak di bina di LPKA  dan 
disetujui oleh hakim. Tidak ada perbedaan 
yang substasial antara dibina dan di penjara. 
Ini berarti keduanya di penjara dan di tem-
patkan  di LPKA.  Dalam pada itu, pada kedua 
kasus tersebut belum tercermin adanya indi-
viduaisasi pidana dalam proses hukumnya.  

Saran-saran   
Pada primsipnya putusan hakim yang 

berpihak pada anak, hanya dapat dicapai 
apabila putusan hakim tersebut mencer-
minkan terakomodasinya asas kepentingan 
bagi anak, asas tidak adanya perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upa-
ya terakhir dan asas penghindaran pemba-
lasan atas perbuatan anak. Asas -asas yang 
demikian, hanya dapat diakomodasi oleh 
putusan hakim yang jenisnya tindakan dan 
bukan pidana. Seiring dengan hal tersebut, 
penulis mengusulkan kepada pembentuk 
Undang-Undang agar melakukan perubahan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ten-
tang Sitem Peradilan Pidana Anak agar peng-
hukuman kepada anak lebih mendasarkan 
pada individualisasi pidana dan bukan men-
dasarkan pada ancaman pidana yang tercan-
tum pada Undang-Undang.           

5. Daftar Pustaka
 Analiansyah dan Syafrah Rahmatillah, Perlindungan 

Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hu-
kum (Studi terhadap Undang-Undag Peradilan 
Anak Indonesia dan Peradilan Adat Ace, Gen-
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